


PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU
LEGISLATIVE 2000 DI KOT A PADANG
(Vonny Dwi Yolanda : BP : 05140223, FakHukum Unand, 63 Him

ABSTRAK

Pinduk Pukina Penulilan Unam berdasarkan ketentuain Undang-undang No,
WY Tahun 2008 Tentung Pemiliban Uinany Anggota PR, DPD, DPRD didefenisikan
sehagai pelangparan terhadap ketemuan prdana Pemilu yang diatur dalam undang-undang
i ovang  penvelesmannva melalu pengadilin pada peradilan wmum, sedanekan
pelanggaran vang bersifat ndminilrasi diselesaikin melalui KPU dan Badan Pengawas
Pemilu serta apara dibawabnva, Tentang perbuatan pidana apa saja vang di kategorikan
sebagat tindak pidana pemily 1elah diatur secari rmel dalam UU No. 10 Tahun 2008,
vailu Pasal 260 sampai dengan Pasal 311, Penelitian ini niencoba melihal bagaimana taia
cara peliporan terjadinva pelangearan pidana pemilu sampa ke langan  penyidik,
baganmana proscs persidangan dan hentuk putusan hakim dalam perkara pidana pemilu
dan kendala-kendala  dalam pelaksinaan penyidikan, persidanzan dan  pelaksanaan
putusan hakim dalam perkara pidana pemilu legislatit 2009 Ji kata padang. Penelinan im
menggunakan metode pendekatan vurridis sosiofogis vaitu melilal norma hukum yang
berlaku  dan menghubunkannya dengan pelaksanaannya dilapanean  sesuai dengan
permasalaban vang diteliti. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam hal laporan
atau temuan tersebul diangpap sebagai pelangearan, maka Bawas|y membedakannya
menjadi pelanggaran pemily yang  bersifat  admintratf dan pelanggaran  vang
mengandung unsur pidana, kemudian meneruskian kepada instansg vang berwenang yaiiu
Palri. Pelaksanaan proses peradilan pidana pemilu mulaj pada tingkat penvelidikan dan
penyidikan sampai pada pemenksaan sidang pengadilan pada primspnya san dengan
proses peradilan pidana, Perbedaannya hanva pada proses penvidikan diawali duly
dengan Japoran  panwaslu vimg kemwlian harg menveleksi apakah hal  tersebur
palanggaran pidana pemilu atau tidak Sera terdapat beberapa kendala dalam tabap
penyidikan dan tahap persidangan selama proses penegakan  hukumnva, Uniuk
penegakan hukum ke depannya, dilarapkan pemerintah dan pihak-pthak yang berwenang
memperhatikan kefeknifan wakiy penyidikan yang di batasi 14 hari sehingza diperoleh
bukti permulaan yang cukup, asar kasus-kasus vang di temukan dapat dilanjutkan ke
pengadilan.




BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara demokratis, juga menjunjung tinggi perbedaan
suku, agama yang tersemboyan dalam Bhincka Tunggal Ika, sehingpa untuk
mempersatukan keberagaman Suku-suku, adapt dan budaya perlu kiranya untuk
memilih seseorang yang akan dijadikan pemimpin dalam memajukan kehidupan
berbangsa dan bernegara, maka Pemilihan Umum atau Pemilu adalah salah satu
bentuk pemberian aspirasi masyarakat Indonesia dalam menentukan siapa dan
kemana nantinya arah bangsa dan Negara ini, selian itu pemilu merupakan suatu
keharusan sebagaimana perintah UUD 1945, Indonesia merupakan negara
hukum yang menjunjung dan menghormati keberagaman, maka pemilu harus
dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan pelanggaran terhadap
aturan hukum haruslah ditindak dan diadili dengan hukum yang berlaku.

Pemilu diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil. Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih
mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan
kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum berarti
menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara,
tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin.
kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak
memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun,

Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya olch



Negara, schingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam
memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahu
oleh pihak manapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan
tidak dapat diketahui oleh orang lain, serta pihak yang terkait harus bersikap dan
bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap peserta
pemilu mendapat perlakuan yang sama. serta bebas dari kecurangan pihak
T!'lﬂ.l'lapUFl_l

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu diundangkan
tanggal 31 Maret 2008 mencabut undang-undang pemilu sebelumnya vakni
Undang-Undang 12 Tahun 2003, merupakan pedoman bagi penyelenggaraan
pemilu dan semua pihak yang terkait di dalamnya serta memberikan sanksi
kepada yang melanggarnya dan sanksi pidana tersebut pada hakikatnya adalah
untuk mengawal pemilu yang luber dan jurdil tersebut.

Permasalahan hukum pemilu yang penyelesaiannya memerlukan putusan
lembaga peradilan terbagi dalam dua Jenis masalah, yaitu Perselisihan Hasil
Pemilu yang diatur dalam ketentuan Pasal 258 dan Pasal 259 dan tindak pidana
pemilu yang diatur dalam Pasal 260 sampai dengan Pasal 310 Undang-undang
No. 10 Tahun 2008. Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara Komisi
Pemilihan Umum dengan peserta pemilu mengenal penetapan perolehan suara

hasil Pemilu secara nasional yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta

I H.Muchsin,  Tindak Pidane Pemilu Serta Tugas Peradilan Umum, (diakses dari
http:sfwww frecwehs, conr) tangeal 12 Desember 2009,
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
I. Mekanisme pelaporan  pelanggaran  pemilu  diselesaikan  melalui
Bawaslw/Panwaslu - sebagai  lembaga vang memiliki  kewenangan
melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu.
Dan juga dapat menerima laporan, melakukan Kajian atas laporan dan
temuan adanya dugaan pelanggaran, serta meneruskan temuan dan
laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang. Selain berdasarkan
temuan Bawaslu, pelanggaran dapat dilaporkan oleh angpota masyarakat
vang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu dan peserta pemilu kepada
Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota paling lambat 3
hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu. Bawasly dalam waktu 3 hari
untuk melakukan kajian atas laporan atau temuan terjadinya pelanggaran
dan langsung mengambil kesimpulan apakah temuan dan laporan
merupakan tindak pelanpgaran pemilu atau bukan. Dalam hal laporan
atau lemuan terschut dianggap sebagal pelanggaran, maka Bawaslu
membedakannya  menjadi 1) pelanggaran  pemilu vang bersifat
administratif dan 2) pelanggaran vang mengandung unsur  pidana,

kemudian meneruskannya kepada instansi vang berwenang vaitu Polri.

I

Pelaksanaan proses peradilan pidana pemilu mulai pada tingkat
penyelidikan dan  penyidikan sampai  pada pemeriksaan sidang

pengadilan pada prinsipnya sama, dimana penvidik, jaksa penuntut dan
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